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BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor :500.12.15/200 /KEC-BS/2024
Tanggal 2. Mei 2024

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang KIP di

mana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi

mengenai informasi yang dikecualikan, pada Hari Senin Tanggal Enam Bulan

Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempatan di Kantor Kecamatan

Bontang Selatan, kami Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu

Kecamatan Bontang Selatan telah mengadakan uji konsekuensi informasi

publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut :

JENIS KLASIFIKASI
INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

ALASAN

JANGKA
WAKTU

Data Pribadi ASN, TKD
Dan THL

UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17
e Hurufa:

Informasi publik yang apabila di buka
dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat menghambat
proses penegakkan hukum

e Hurufh;

Infomasi publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat mengungkap
rahasia pribadi. (angka 1,2,3,4,5)

e Huruf I;

Memorandum atau surat-surat antar
badan publik atau intra Badan Publik,
yang menurut sifatnya di rahasiakan
kecuali atas putusan komisi informasi
atau pengadilan




Sanksi Hukuman
Disiplin Tertulis ASN,
TKD dan THL

UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17
e Huruf a

Informasi publik yang apabila dibuka
dan di berikan kepada pemohon
informasi publik dapat menghambat
proses penegakan hukum

Data Kependudukan

UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17
huruf h ;

Informasi publik yang apabila dibuka

dan diberikan kepada pemohon
informasi publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada pemohon

informasi publik dapat mengungkap
rahasia pribadi. (1,2,3,4,5)

Data Anak / Seseorang
Terlibat Kasus - Kasus
Baik Sebagai Korban
Maupun Pelaku

UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17

e Huruf a:

Informasi publik yang apabila di buka
dan di berikan kepada pemohon
informasi publik dapat menghambat
proses penegakan hukum :

1. menghambat penyelidikan dan
penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkap indetitas informan,
pelapor,saksi,dan / atau korban
yang mengetahui adanya tindak
pidana;

LHP  (Laporan  Hasil | yy KIP No 14 tahun 2008 pasal 17
Pemeriksaan )
e Hurufa:
Informasi publik yang apabila dibuka
dan  diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat menghambat
proses penegakan hukum; (angka
1,2,3,4,)
Surat-Surat yang | UU KIP No 14 Tahun 2008 Pasal 17
Menurut Sifatnya | huruf a, b, i
Dirahasiakan misalnya :

Telaahan Staf, Memo,
Disposisi Notulen,
Risalah dan Laporan
Rapat (Slide Presentasi,
Rekaman Suara)

e Hurufa:

Informasi publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada pemohon




informasi publik dapat menghambat
proses penegakkan hukum;

e Hurufb:
Informasi publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada pemohon

informasi publik dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan
dari persaingan usaha tidak sehat;

e Huruf i:

Memorandum atau surat-surat antar
badan publik atau intra Badan Publik,
yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan komisi informasi
atau pengadilan;

7 | Perencanaan Pengadaan | UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17

Lahan untuk _

Kepentingan Pemerintah ¢ Huruf e:

Informasi publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional;
No 4 ( Rencana awal perjualan atau
pembelian tanah atau Proferti)
e Huruf i:
Momerandum atau surat-surat antar
Badan Publik yang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan
| komisi informasi atau pengadilan;
8 * Pernyataan UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17
Melepaskan Hak atas
Tanah e Huruf g:

e Surat Pernyata . . . .
Penyer ahane b'rI?anZhn Informasi Publik yang gpablla dlbul::a
Garapan (SPPFBT) dapat mengungkapkan isi akta otentik

yang bersifat pribadi dan kemauan

¥ Sy Pernyataan terakhir ataupun wasiat sese 2
Penguasaan Fisik p orang;
Bidang Tanah
(SPPFBT)

9 | Kode Password Aplikasi | UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17
e Huruf c
10 | Kode Password User

Informasi Publik yang apabila diberikan
kepada pemohon informasi publik




dapat membahayakan pertahanan dan
keamanan negara;

11 | Kode Password Email ¢ UU Nomer 11 tahun 2008 tentang
dan Media Sosial Informasi dan Transanksi
Elektronik (ITE);

12 | Laporan Keuangan yang | UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17

Belum Selesai Diaudit :
e Huruf j:

Informasi yvang tidak boleh

diungkapkan berdasarkan Undang-

Undang;

13 | Data  Penderita dan | UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17
Beresiko Stunting e Huruf h

Informasi publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaitu;

1. riwayat dan kondisi keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan,
pengobatan kesehatan fisik dan
psikis seseorang;

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut dari point 1 s/d 13 disetujui
untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam informasi yang
di kecualikan dengan alasan mengacu pada pasal 17 UU No.14 Tahun 2008

tentang KIP dan UU atau peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk dipergunakan

semestinya.



Tim Penguji

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 | Kamsal, S.Pd. Camat 4’%
2 | Hj. Heni Idris, S.E., M.Si. Sekretaris Camat
3 | Hasbullah, S.E. Kasubbag Umum dan 4
Kepegawaian
N
4 | Yuliati, S.E. Kasubbag Perencanaan /
dan Keuangan
S | Agus Sugiyanto, S.E., M.M. | Kasi Tata Pemerintahan @2/
/I
6 | Rudy Hartono, S.E. Kasi Ekonomi dan
Pembangunan =
7 | Susanti, S.E., M.AP. Kasi Pemberdayaan
Masyarakat 1
8 | Nana Fitriana, S.E. Kasi Prasarana Sarana
dan Pelayanan Umum 4 e
{
9 | Basuki Hanafi, S.T. Kasi Ketentraman dan M\;/
Ketertiban Umum




